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15.194 Keluarga di Kota Banjarmasin Mendapatkan Bantuan Sosial Inflasi 

 
Sumber gambar: 

https://kalsel.antaranews.com/berita/353003/15194-keluarga-di-kota-banjarmasin-dapat-bansos-inflasi 

 

Sebanyak 15.194 kepala keluarga atau keluarga penerimaan manfaat (KPM) di 

Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mendapat bantuan sosial langsung tunai 

terdampak inflasi. Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin di sini, Selasa, mengatakan 

BLT inflasi atau karena terimbas kenaikan harga bahan pokok tersebut sebesar Rp300 

ribu per KPM. Bansos BLT inflasi ini per bulannya Rp100 ribu, dibayarkan langsung 

tiga bulan, jadi Rp300 ribu. 

Bansos BLT inflasi ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belajar Daerah 

(APBD) Kota Banjarmasin tahun 2022. Sesuai arahan Presiden RI Ir H Koko Widodo 

bahwa daerah wajib menganggarkan 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD 

untuk penanggulangan Inflasi di daerah. Kebijakan ini, sehubungan dengan kenaikan 

harga bahan pokok atau terjadi inflasi Oktober hingga Desember 2022, yang 

mendapatkan adalah sektor perhubungan, pertanian dan perikanan, serta UMKM 

ditambah dengan pasar murah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 

Penyaluran bansos BLT inflasi ini sudah dilaksanakan sejak 26 November 

hingga 11 Desember 2022 diberikan kepada yang berhak. Adapun rincian penyaluran 

bansos ini, yakni untuk sektor perhubungan sebanyak 1.218 KPM, sektor pertanian 336 

KPM, sektor perikanan sebanyak 346 KPM dan sektor UKM 13.294 KPM. Totalnya 

sebanyak 15.194 KPM yang sudah masuk SK. 

Penetapan penerima ini, kata Dolly, sudah melewati tahap pengecekan melalui 

kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) yang telah diverifikasi dengan 

data BLT kenaikan BBM dari Kementerian Sosial. Selain itu, pihak Dinsos juga 

melakukan kegiatan pengawasan dan membantu proses penyaluran bantuan di bank. 
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Catatan: 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah 

Pasal 26 

a. Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh 

penerima bantuan sosial. 

b. Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang 

yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak 

miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, 

terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak 

mampu. 

c. Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan 

kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak 

mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian 

kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang 

mampu. 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pasal 30 

a. Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak 

langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan 

rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD. 

b. Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

1) individu dan/atau keluarga; 

2) masyarakat; dan 
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3) lembaga non pemerintahan. 

Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang 

diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis 

belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek 

belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat 

pada SKPD. 


